
 

PEMERINTAH KABUPATEN  KULON PROGO 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR  8 TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KULON PROGO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian kerusakan lingkungan diperlukan 

izin gangguan yang dalam pelayanan pemberian 

izin tersebut perlu peran serta masyarakat dalam 

bentuk pembayaran retribusi; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf c 

Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin 

Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi 

Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh 

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian 

pelayanan perizinan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Izin Gangguan; 

    

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik 

Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah 

Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu 

Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran 

Negara   Republik   Indonesia   Tahun  1951  

Nomor 101); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5049); 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa 

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 
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  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 

tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5285); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27   

Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 

Gangguan di Daerah; 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 

20  Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin 

Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2012 Nomor 7); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO 

dan 

BUPATI KULON PROGO  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN

GANGGUAN.  

 
BAB  I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 

4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas tertentu di 

bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan 

perundangan. 

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

6. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas 

kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya 

alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 

guna melindungai kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap. 
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8. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi 

yang tidak menyenangkan atau menganggu 

kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau 

kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara 

terus menerus. 

9. Indeks Lokasi adalah angka indeks kawasan yang 

ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi 

lingkungan. 

10. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya 

gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan 

industri. 

11. Indeks luas ruang tempat usaha adalah luas 

bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap 

lantai termasuk luas lahan yang dipergunakan untuk 

melaksanakan usaha dan/atau kegiatan. 

12. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat 

usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di 

lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, 

kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat 

usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

13. Nilai Faktor adalah besaran angka gangguan atau 

dampak yang ditimbulkan oleh faktor penyebab 

munculnya gangguan atau dampak. 

14. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan Daerah atas 

pemberian jasa atau pemberian Izin Gangguan  dari 

Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dan/atau 

badan sebagai Wajib Retribusi yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran Retribusi. 

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 

yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi 

untuk memanfaatkan jasa izin gangguan dari 

Pemerintah Daerah. 


